
WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR  15  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa  untuk penanganan dampak  Bencana Erupsi Gunung 

Kelud, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk pemulihan 

sarana dan prasarana ; 

  b.  bahwa penganggaran untuk penanganan dampak Bencana 

Erupsi Gunung Kelud dilakukan melalui pergeseran anggaran 

antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja 

serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan 

antar rincian obyek belanja; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
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Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2004   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
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Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 

2012 Nomort 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

10); 

31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kota Kediri; 

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Kediri Tahun   2010–2014;  

33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan 

Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012; 
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34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan; 

35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 

36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 

38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota 

Kediri Nomor 7 Tahun 2013; 

39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha; 

40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu; 

41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 

43. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 
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Pasal 1 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: 

 1. Pendapatan: 

      a. Pendapatan Asli Daerah Rp.137.460.804.933,34 

      b. Dana Perimbangan Rp.741.712.896.325,00 

      c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp.109.113.302.212,53 + 

    Yang Sah 

                            Jumlah Pendapatan  Rp.  988.287.003.470,87 

 2. Belanja:  

     a. Belanja Tidak Langsung 

        1. Belanja Pegawai Rp. 560.338.475.591,72 

        2. Belanja Hibah Rp.  31.643.061.073,00 

   3. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 34.597.665.240,00 

        4. Belanja Bantuan Keuangan Rp.  564.697.925,00 

        5. Belanja Tidak Terduga Rp.       996.043.865,00 + 

                        Jumlah Belanja Tidak Rp. 628.139.943.694,72 

  b.  Belanja Langsung 

        1.  Belanja Pegawai Rp.   74.658.140.516,68 

        2.  Belanja Barang dan Jasa Rp. 210.367.501.940,00 

        3.  Belanja Modal Rp. 240.660.623.628,32 + 

                         Jumlah B Rp.  525.686.266.085,00 

                        Jumlah Belanja  Rp.1.153.826.209.779,72 

                        Defisit  Rp.  (165.539.206.308,85) 

 3. Pembiayaan Daerah: 

  a. Penerimaan Rp.167.539.206.308,85 

  b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00- 

                   Pembiayaan Netto Rp.165.539.206.308,85 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.                        0,00 

 
2. Lampiran I diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

3. Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Rumah 

Sakit Umum Daerah Gambiran, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan 

Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Umum, Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Kelurahan  Blabak, Kelurahan 

Ngletih, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Banaran, Kelurahan Dandangan, 

Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Pakelan, Kelurahan 
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Bandar Lor, Kelurahan Pojok, Kelurahan Lirboyo dan Dinas Pertanian diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

4. Lampiran III ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

5. Lampiran IV ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal II 

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Walikota Ini dituangkan dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal III 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kota 

Kediri. 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal  12 Mei 2014      

  WALIKOTA KEDIRI, 

               ttd. 

 

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal  12 Mei 2014     

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                           ttd. 

 
 AGUS WAHYUDI 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR  15 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

ttd. 

 
 

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19631002 199003 2 003 

 


